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mengetahui." (Q.S Al- Baqarah (2): 188).
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TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1987 dan Nomor
0543 b/ U/ 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin | ~ Nama
| alif | Tidak dilambangkan Tldak d]lambangkan
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__=e====- | Fathah ~_ditulis a
Kasrah ditulis

dammah | ditulis u

b. Vokal Panjang

1. | Fathah + alif ditulis a
Llals ditulis Jahiliyah
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
(i ditulis tansa

3. | Kasrah + y’ mati ILAAVITC ditdis i

p S ' ditulis karim

4, | Dammah+ wwu mati ditulis u
Uy 8 ditulis Furid

¢. Vokal Rangkap

1. | Fathah +ya’ mati ditulis a-1
e&;ﬁ ditulis bainakum

2. | Fathah + wawu mati '  ditulis a-u
Jgs ditulis qaul
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3. Ta’ Marbutah

a. Ta’ Marbutah hidup
Ta’ Marbiitah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah “t”

b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”

¢. Kalau kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “t” atau “h”

4. Syaddah

Syddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda sayaddah
itu.

Contoh: W  rabbana
a2 puimma

5. Kata Sandang

Kata sandang «J)» ditransliterasikan dengan “al” diikuti tanda penghubung “-
« baik ketika bertemu dengan huruf gamariyyah maupun huruf syamsiyyah

Contoh: o8 a/-Qalam
dé)l\ ar-Rajulu

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam csistem talisan- Arab huruf- kapital  tidak- dikenal, «dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri,
dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata
sandang pada nama. diri tidak ditulis dengan huraf kapital, kecuali jika terletak
pada awal kalimat.

Contoh:  Jgm) ¥} deas Loy s maMiuhammadun illa rasil

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan ifu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf
kapital tidak digunakan.

Contoh: &y B 7idg &) Oa sl pasrun minallahi wa fathun qarib

X1
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ABSTARAKSI

Salah satau orientasi kebijakan pertanahan untuk tercapainya keadilan
sosial dapat dijabarkan melalui beberapa aktivitas yang dapat digunakan sebagai
sarana untuk mencapai tujuan yang dimaksud yaitu: (1) Demokratisasi berupa
pengawasan terhadap pengawasan, jaminan sctabilitas politik sebagai akibat
demokratisasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (2) Peningkatan
kapasitas hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang
diperlukan dan pelaksanaannya, secara konsisten; (3) Pemberdayaan kelembagaan
yakni memperkuat administrasi, pertanahan, meningkatkan sumberdaya manusia
pendukung, dan transparansi dalam proses pembuat keputusan; (4) Menetapkan
batas-batas kewenangan pemerintah berupa perumusan tanggung jawab pokok
pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah.

Suatu kebijakan yang dicapai dengan cara demokrasi akan lebih memiliki
kualitas keabsahan yang lebih tinggi dari pada dicapi secara tidak demokratis.
Sistem kebijakn pemerintah yang di tuangkan dalam Perpres No.36/2005 adalah
salah satu keingginan pemerintah untuk menegahi konflik pertanahan yang selama
ini terjadi, akan tetapi apabila melihat isi dari Perpres itu sendiri tidak
menguntungkan msyarakat pada umumnya, sechingga Perpres No0.36/2005 perlu
direvisi dan dikontrol secara bersama.

Merujuk kepada kebijakan pemerintah Perpres No0.36/2005 tentang
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang di dalamnya banyak Pasal-pasal
yang kontrovesial seperti dalam Bab III tentang ganti rugi Pasal 7 huruf ¢ dan di
dalam Bab II tentang pengadaan tanah Pasal 2 huruf masih bayak lagi pasal-pasal
yang controversial.

Salah satu tujuan kebijakan pertanahan yang diterbitkan berdasarkan
orentasi serta tujuan dan sarana yang mendukung itu tidak aka mencapai sasaran,
bila tidak diterima dan disikapi serta ditidaklanjuti oleh para pelaksananya secara
konsekuen. Reformasi dalam artian perubahan pola pikir dan tinddakan para
aparat pelaksana dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat sangat dibutuhkan
untuk mendukung keberhasilan _serta  kebijkan  pertanahan dan kebijakan
pemerintah seharusnya ditekankan pada kemaslahatan umat yang. lebih' luas,
bukan dimanipulir dan dimonepoli utuk kepentingan kelompok apalagi untuk
kepentingan sendiri, sehingga Perpres No0.36/2005 tidak elitis. Islam sebagai
agama solve of problem, nilai nilai dasar dan semangatnya bisa dijadikan
landasaan atau rujuakan dalam perumusan kebijakan undang-undang atau perpres.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah bagi kehidupan manusia merupakan hal yang sangat urgen, karena
sebagian besar kehidupan manusia tergantung ‘kepada keberadaan tanah, baik
secara sosial maupun. individual, bahkan tanah telah menjadi bagian kapital yang
sangat penting bagi kehidupan manusia.' Namun demikian kepemilikan tanah
oleh seseorang atau institusi harus ditunjang dengan status kepemilikan tanah
yang jelas secara hukum. Agar hak kepemilikan atas tanah tersebut tidak mudah
dilanggar atau dirampas oleh pihak lain yang mencoba menguasai tanah tersebut.
Hal tersebut bertujuan agar dalam suatu masyarakat tercipta ketentraman dan
ketenangan, jauh dari ketidakdilan dan penindasan dalam hal hak kepemilikan atas
tanah sehingga kasus-kasus seperti persengketaan dan perampasan tanah akan
lebih mudah diselesaikan.

Indonesia, sebagal negara hukum merﬁpunyai aturan hukum perundang-
undangan tentang pertanahan, dalam hal ini adalah "Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) yang merupakan sebutan lain dari Undang-undang nomor 5
tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok—Pokok Agraria. Kelahiran UUPA
dimaksudkan mengakhiri dualisme hukum agx.;aria di Indonesia pada saat itu. Di
tengah masyarakat yang telah merdeka selama dua puluh tahun ketika itu, masih

berlaku hukum agraria barat dan disebagian lainnya berdasarkan hukum adat.

! Pangribunan Luhut MP “Tanah Pengadilan Dan Birojasa” Republika, (29 November,
1994), him 6



Hukum yang berdasarkan hukum barat ielas memiliki tujuan dan sendi-sendi dari
pemerintahan jajahan.

Mengingat sifatnya yang merupakan peraturan dasar bagi hukum agraria
yang baru, maka UUPA tersebut hanya memuat azas-azas serta soal-soal pokok
masalah agraria. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut masih
memerlukan barbagai undang-undang terkait, peraturan pemerintah maupun
peraturan perundangan lainnya. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan
persoalan pertanahan di masyarakat yang menuntut perubahan perundang-
undangan tersebut.

Salah satu persoalan pertanahan yang nampaknya akan terus menarik
perhatian para pengamat hukum dan masyarakat pada umumnya adalah aturan
perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum. Memang suatu éfuran hukum perundang-undangan
pertanahan, di satu sisi mampu menjaga dan mengamankan kepemilikan tanah
seseorang atau institusi tertentu namun di sisi lain dengan aturan perundang-
undangan tersebut seseorang atau institusi tersebut dalam hal ini sebagai
pémegang hak atas“tanah harus rela melepaskan kepemilikan tanahnya demi
kepentingan umum.

Seiring dengan laju perkembangan pembangunan maka kebutuhan akan
sarana kepentingan umum juga semakin meningkat, sebagai konsekwensi
logisnya kebutuhan tanah adalah sebagai lokasi untuk sarana pembangunan
tersebut ikut meningkat pula. Dalam hal ini pemerintah sebagai pengada tanah

untuk kepentingan umum pada suatu saat akan memerlukan beberapa bidang




tanah tertentu yang dimiliki oleh pemilik sah atas tanah tersebut. Hal tersebut
tentunya melalui prosedur hukum yang berlaku, salah satunya dengan jalan
pembebasan hak milik atas tanah tersebut atau apabila tidak berhasil akan
berujung pada pencabutan hak milik atas tanah tersebut. Namun pelaksanaannya
di lapangan, proses pembebasan dan pencabutan hak milik atas tanah tidak
semulus apa yang diatur dalam perundang-undangan. Dan akhirnya banyak
pembebasan tanah yang masih bermasalah dan menimbulkan persengketaan yang
memanjang antar pihak-pihak yang terlibat.

Disinilah dituntut adanya kedinamisan dalam memproduk hukum

perundang-undangan yang kredibel, dalam hal ini adalah hukum pertanahan yang
mampy menampyng aspirasi berhagaj kajangan dalam masyayakat sehagpi reaksi
tethadap eksps-okses pembebasan tanah yang selama inf rerjadi. K?h?fﬂﬁgaﬁ
UUPA dalam pelaksangannyg masih memerfukan pndapg-undang F@r}&ﬁi,t; seperti
adanya Inpres No 9 tahun 1973 dan Kepres Nq 33 tahun 1993, Ngmun seiring
dengan perkembangan pcmbangunap serta parbqggi Qlasgp qgn pertimbangan
vang ada, undang-updang tersebut sekarang q;pggqmg sudaly tidak sesuai lagi
sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
Adalah Perpres No. 36 Tahun-2005 yakhi undang-undang yang berkaitan
dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum yang saat ini dipakai dan belum lama diberlakukan. Undang-undang
pertanahan ini sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yaitu, Keppres No,
55 tahun 1993. Namun dengan usia yang relatif muda untuk ukuran suatu aturan

perundang-undangan, Perpres tersebut ternyata menimbulkan berbagai reaksi




yang sifatnya kontroversial di tengah masyarakat. Adapun secara garis besar
kontroversi tersebut dipicu oleh aturan Perpres yang berkaitan dengan kriteria
pembétas kepentingan ﬁmum, pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah, serta
pemberian ganti rugi terhadap pemilik hak atas tanah. Sebagai contoh dalam
penentuan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diperkirakan
banyak sektor yang akan terkena dampak dari diberlakukannya peraturan ini,
misalhya sektor pertanian, rumah milik masyarakat, dan pasar tradisional serta
masyarakat miskin kota. Kontroversi diberlakukannya Perpres ini dirasakan akan
menimbulkan potensi konflik dan tindakan kesewenangan dari pemerintah dalam
pemberlakuannya, sehingga posisi masyarakat disini sangat rentan menjadi korban
penindasan dari Perpres ini. Sumber dari kontroversi dari pemberlakuan tentang
kepentingan umum masyarakat mempuyai penafsiran yang berbeda-beda tentang
kepentingan umum.’ |

Terkait dengan pembebasan tanah serta pemberian ganti rugi, Perpres
dianggap kurang menjunjung asas-asas keadilan. Hal tersebut terlihat pada aturan
pelaksanaah musyawarah dalam, mengambil keputusan, Aturan  pelaksanaan
musyawarah dalam Keppres  seakan-akan diatur— sehingga terkesan
menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Ketentuan
tersebut membuka peluang terjadinyé musyawarah yang formalistis dan sengaja
didec-lokkan agar segera dilakukan pencabutan hak atas tanah. Padahal

kedudukan musyawarah disitu mempunyai peranan vital dalam menentukan

2 Suen Herief, “Perpres Timbulkan Masalah” Majalah, Keadilan. LPM UII edisi,
[/Tahun XXX11/2005. him 84




kesepakatan suatu pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi antara pihak
pemerintah dengan masyarakat.

Secara umum aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam
Perpres secara hukum dapat dipersalahkan secara prosedur dan muatan hukum.
Lalu bagaimana dengan Islam, sebagai sumber' ajaran moral dan hukum yang
mengatur segala aspek kehidupan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai
sumber utama, yakni bagaimana [slam menanggapi kontroversi yang terdapat
pada Perpres tersebut. Apakah secjalan dengan aturan Perpres yang dianggap
kontroversi tersebut atau sebaliknya.

Sebagai contoh masalah kontroversi aturan musyawarah yang berkaitan dengan
tercapainya proses kesepakatan yang terdapat pada Perpres ditanggapi Islam
dengan berdasarkan al-Qur’an surat an-Nisa ayat 29 Allah berfirman
Q19S5 O Sty pSisy <) gaf 1 618U fgiale ol Ll
sy oS LS &) () pSudl GLIEN g aSTa (2 S5 ¢4 B Lo

Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan-harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
suka sama suka di antara kamu.

Ayat di atas memberikan aturan Islam secara jelas bahwa apapun bentuk tindakan
yang merongrong hak milik seseorang, tidak di benarkan, ini berarti bahwa

kepemilikan pribadi sangat di hormati oleh Islam. Dan juga di jelaskan dalam

* An-Nisa (4). 29
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hukum Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi dalam kepemilikan tanah.
Karena tanah di ciptakan oleh Allah untuk semua manusia
Allah berfirman;
salBU Lgaua g s N1 g
Dan juga Allah berfirman

Pagaa gl Gle oSl (B8 ol b

Pada dasarnya pemilik tanah dan harta benda yang lainnya (setelah
diturunkan oleh Allah), adalah pribadi karenanya tiap tiap pribadi punya
kewenangan mutlak untuk menjaga hak miliknya. Mengambil alih harta kekayaan

orang secara tidak sah adalah hal yang dilarang dalam Islam. Mengambil harta

orang lain tanpa hak jika dengan sembunyi-sembunyi adalah pencurian, dalam
hukum Islam perbuatan ini diancam dengan potong tangan, jika dengan
merampas dan membunuh korbannya dinamakan dengan merampok dapat
dijatuhi hukuman salib. Jadi jelas dalam Islam tidak ada diskriminasi dan
melarang pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat atau individu, termasuk hak
atas tanah. Konsep etik “demi kemakmuran rakyat sebesar besarnya “ merupakan
konsep pembangunan yang  sejalan dengan ‘dasar Islam, hal "ini’ yang

mengantarkan penyusun pada konklusi pembahasan

! Ar-Rahman (55) 10

’ Al-Bagarah (2). 29



A. Pokok masalah
Dari uraian dan latar belakang masalah di atas, maka skripsi ini dibatasi
aengan pokok mésa]ah sebagai berikut;

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap Perpres No.36 Tahun 2005
mengenai  kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk
kepentingan umum?

B. Tujuan dan kegunaan
1. Tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan aturan-aturan hukum Perpres No.36 Tahun
2005 ‘mengenai kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah
untuk‘ kepentingan umuni

b. Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap Perpres No.36
Tahun 2005 mengenai  kebijakan pemerintah tentang pengadaan
tanah untuk kepentingan umum

2. Kegunaan dari penelusuran skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk-memberi gambaran kepada masyarakat, terutama. bagi
pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah pembebasan tanah
untuk kepentingan umum.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pijakan
yang kuat bagi umat Islam khususnya bagi pengguna tanah atau
yang bergerak dibidang pembebasan tanah paling tidak tahu
bagaimana cara mempertahankan haknya dan bisa meletakan

kepentingan umum yang seharusnya.



D. Telaah pustaka

‘Kajian tentang pandangan Islam terhadap kebijakan tentang pengadaan
tanah untuk kepentingan umum menurut Perpres No.36/2005 merupakan kajian
yang menarik karena dalam UUPA dijelaskan pada Pasal 18 tersirat makna
bahwa cakupan “kepentingan umum’ harus diatur dengan undang-undang dan
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “semua hak atas tanah mempuyai fungsi
sosial” dan terkandung pula di dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960.° Dan apabila
mengacu pada Keppres 55/1993, maka hanya disebutkan dua cara untuk
pengadaan tanah bagi kepentingan umum yaitu kebijakan pemerintah tentang
pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pasal 2 ayat 2 sedangkan dalam
Perpres No.36/2005 aturan pengadaan tanah _di.t.ambah dengan pencabutan hak
atas tanah pasal 2 ayat 1 butir.’

Untuk mewujudkan tanah sebagai fungsi sosial atau untuk kepentingan
umum, maka tanah tersebut perlu dipindahkan atau dibebaskan dari pemilik hak
atas tanah dalam sistem perundang-undangan yang dikenal dengan pencabutan
atas kebendaan atas-tanah” yaitu disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang
No.5 Tahun 1960. Undang undang tersebut direalisasikan dalam UU No.20 Tahun
1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.8

Penyusun berusaha menampilkan beberapa buku pokok yang menjadi

bahan bagi penulisan skripsi, yaitu referensi utama yang membahas persoalan

S UUPA Dan Landerfom,(Surabaya: Karya bakti t.t), him.9
7 Kudinar. Koalisi NGO HAM Aceh, (Siaran Pers; Banda Aceh, 27 juli 2005). Him.1

® Maria. SW. Sumardjono “kepentingan umum dalam penggunaan tanah” Yogya Post, (9
januari, 1991), hlm. 7.



kebijakan pemerintah mengenai kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah
untuk kepentingan umum. Diantaranya adalah Perpres No.36 Tahun 2005
mengenai kebijakan pemerintah (entang pengadaan tanah untuk kepentingan
umum’

Digambarkan sebuah dialog dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
sebagai berikut;

“ya Rasullalah, bagaimana kalau ada orang ingin mengambil hartaku?” sahabat itu
matur kepada Rasul.

“jangan kamu turuti kehendaknya,” jawab Rasul.

“kalau dia mengancam hendak membunuhku?”’

“pbunuh dia!”

sahabat itu meneruskan, “kalau seandainya aku terbunuh?”

sabda Rasul, fanta sahidun, kamu mati sahid.”

Sahabat itu mengejar, “kalau dia yang terbunuh bagaimana”

Rasul menjawab “fahuwa fin nar, dia masuk neraka.”'"

Dalam istilah figh, kepentingan umum adalah al-maslahah al-amamah, Ada lima
kreteria al-maslahah al-amamah yang menjadi _patokan para _ulama. 1.. Al-
maslahah al-amamah adalah sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh atau
sebagian besar masyarakat, bukan oleh kelompok tertentu. 2. Selaras dengan
tujuan syariah yang terangkum dalam alkulliyat al- khamas. 3. Manfaat yang

dimaksud harus nyata (hagigi) bukan sebatas pikiran (wahmi). 4. Tidak boleh

? Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perpres. R.I. Nomor. 36 Tahun 2005),
(Surabaya: Fokusmedia, 2005).

' As-Shan ani, jus 1V, him.72.
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bertentangan dengan Al Qur’an, hadis, ijma dan kias. 5. Tidak boleh dilakukan
dengan mengorbankan dengan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi
yang lebih besar."!

Dari hasil telaah yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum maka penyusun akan menganalisis kebijakan tentang perpres
No.36/2005 tentang pembebasan tanah dalam mencari sebuah keadilan, dimana
penyusun belum menemukan pustaka yang membahas masalah ini, kalau ada
tidak seperti yang penyusun maksudkan.

E. Kerangka Teori I

Paradigma paling mendasar yang harus dimengerti adalah bahwa syariat
Islam yang dibawa Nabi Muhamad SAW telah mengatasi semua sisi kehidupan
umat manusia.Wahyu yang diturunkan Tuhan dan terformulasikan dalam Al
Qur’an menjadi suatu muatan tuntutan suatu kemaslahatan. Oleh karena itu
kebijakan sosial dengan prinsip-pirnsip hukum dan nilai-nilai harus ditentukan
variable-variabelnya apa yang harus digunakan, dengan kondisi sosial masyarakat
yang terus berkembang iserta modernisasi di segala bidang hukum: Islam-yang

dinamis juga diharuskan untuk mengikuti hal tersebut.'

" Az-Zuhaili, Ushul al-figh al-Islami, jus,11,hlm. 1028, Said Ramadlan al-Buthi
Diawabith Al- maslahah fi As- syariah Al-Islamiah, Beirut: Muassasah Al-risalah, 1406 H/1986
M, hlm, 254

"2 Teori merupakan sistem pemerintahan yang melakukan dominasi tak terhingga. Dan
menegakan hukum hukumnya sendiri atas nam tuhan dan ahirya memaksakan ketuhanan dan
keilahian mereka atas rakyatnya. Syetem teokrasi ini pernah berjasa di eropa dan di salah artikan
oleh pendeta yang melakukan dominasi tak terhingga dan menegakkan hukumnya atas nama
Tuhan. Abu al-ala al-Maududi, the Islamic lawand contentional, alih bahasa Asep Hikmat,
2,Criana. Cet.1,(Bandung:Mizan 1990).him. 195
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Dalam masalah kebijakan sistem kerangka kerjanya adalah negara sebagai
institusi politik melakukan kerangka kerja tersebut dengan melibatkan masyarakat
dan negara, dengan pengaertian bahwa kebijakan diharapkan dapat dioptimalkan
dari masyarakat kemudian disatukan kepada mereka kembali dengan demikian
teori sosial sangat mewarnai kebijakan dalam suatu negara karena kebijakan
tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersinggungan langsung
dengan masyarakat. 13

Dalam memberikan kebijakan pemerintah harus melakukan pembaharuan,
bahwa suatu distribusi dan pembatasan, menjadi hal yang perlu dilakukan dan
memiliki dasar yang kuat, oleh sebab itu diperlukan langkah: pertama,
melakukkan pembaharuan vertikal dalam arti mereformulasi kebijakan yang
memungkinkan redisiribusi aset agraria, demi keadilan dengan segala instrumen
yang dibutuhkan.

Kedua. Pembaharuan horizontal, termasuk mentransformasi pemahaman dan
pemikiran yang mencampuradukan antara kepentingan keadilan dan penafsiran
aj aran—ajarah agama yang sesungguhnya pro terhadap status quo. 1

Idealnya kebijakan hukum yang diterapkan pémerintah harus selalu berorientasi
kepada kepentingan rakyat meskipun dengan pertimbangan sosial modernisasi

hukum yang harus diterapkan.'®

'* Pengatar diskusi Pada Seminar Publik “Rakyat berhak terlibat” Ruang seminar gedung
UC, UGM/Yogyakarta, 27 april 2005

' Hatta Muhammad, “ Sosialisme Relegius” (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000), Him.
82

15 Abdurrahman Asymuni, “Kaedah-Kaedah Figh”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.
60
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Tentang pencabutan hak atas tanah yang diatur undang-undang bila pemerintah
mencabut sesuatu hak atas tanah, yang berkepentingan tidak berhak menolaknya.
Tetapi berhak mengajukan keberatannya tentang jumlah ganti rugi kepada
pengadilan tinggi setempat dan kepada yang bersangkutan diberikan ganti rugi
yang layak, yang didasarkan pada nilai nilai yang nyata. £

Berkaitan dengan pembebasan tanah, esensi yang harus dipelihara yaitu
asas keadilan dan di dalam al-Qur’an dijelaskéﬁ pandangan mengenai keadilan
demi untuk memelihara tubuh masyarakat manusia, Islam menetapkan prinsip
keadilan untuk seluruh umat manusia, al-Qur’an baik dalam surat-surat makiah
ataupun madaniah mengutamakan dan menganjurkan agar keadilan itu menjadi
perhatian umat. 17 |

Selain berpedoman di atas penyusun juga berpedoman dengan pendapat
para sarjana dan para ulama yang berkaitan dengan masalah itu bagaimana tata
cara pembebasan dan-proses keadilan yang berlaku dalam masyarakat sehingga
terhindar dari konflik yang tidak diinginkan dan dapat terwujud masyarakat yang
adil dan makmur yang diridlai oleh Allah swt.
F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

' A.P. Parlindungan, SH. “Serba serbi Hukum Agraria” (Bandung, Penerbit Alugni,
1984). him. 30

17 Syeh Mahmud Syitut: "Keadilan dan Syariah Islam”. Bina Aksara: him.164
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Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan
menguji berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan.'®

2. Sifat penelitian
Penelitian bersifat diskriptif, analitik, di mana peyusun memaparkan konsep
(kebijakan Perpres No. 36/2005) yang sesuai dengan keadilan yang kemudian di
analisis untuk dikorelasikan dengan hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian
Dalam hal ini pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah
yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan argumentasi yang
dijadikan pijakan dengan kaidah kaidah yang ada.
| 4, Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data merupakan bagian riil yang sangat dibutuhkan sehubungan
dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid melalui referensi
referensi yang sesuai dengan objek kajian, dalam peyusunan sekripsi ini
menggunakan suatu teknik observasi terhadap literature-literatur serta karya-karya
ilmiah lain yang berkaitan erat dan relevan dengan objek penelitian ini.

5. Analisis data
Dalam menganalisis data pada penelitian ini peyusun menggunakan metode
deduktif yaitu proses analisa yang berangkat dari misi dan gaya pemikiran umum
sifatnya, untuk kemudian diaplikasikan untuk menentukan permasalahan yang
dihadapi dalam bentuk khusus, metode ini digunakan menyoroti oprasional

kebijakan yang terjadi di masyarakat dalem bentuk Perpres.

'® Sutrisno Hadi “MetedologiReseach” (Yogyakarta: Yayasan Penerbit fakultas Psikologi
UGM 1987), him. 7
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G. Sistematika Pembahasan
Dalam rangka mempermudah dan pembahasan terhadap permasalahan yang
diangkat maka pembahasannya disusun secara sistematis. Agar tata urutan
pembahasan yang ada berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika
pembahasannya sebagai berikut;
Bab pertama, yaitu pendahuluan memaparkan latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, motode
penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua menjelaskan tinjauan kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah
untuk kepentingan umum serta siyasah syar’iah, meliputi Pengertian kebijakan
pemerintah, Sejarah kebijakan tanah, serta tinjauan siyasah syar’iah dalam
pertanahan, asas-asas kebijakan, azaz pertanahan, dan kebijakan hak atas tanah.
Bab ketiga, membahas kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dalam Perpres, yang meliputi dasar kebijakan pertanahan,
Konsep kepentingan umum, Pencabutan hak milik, Kontroversi isi Perpres, dan
asas-asas hukumnya.
Bab keempat, Analisis Islam terhadap kebijakan pemerintah tentang pengadaan
tanah untuk kepentingan umum. (Perpres:No.36/2005) yang di jabarkan meliputi
Kebijakan pemerintah , kepentingan umum dalam perpres hak milik atas tanah,
ataurtan pelaksanaan musyawarah dalam Perpres, dan pembayaran ganti rugi.
Bab kelima, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang

meliputi: kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan pembahasan ini.



BAB VY

PENUTUP

Setelah penulis membahas dan menganalisa tentang kebijakan Perpres tentang

pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut, sebagaimana yang telah

diuraikan dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi ini, akhirnya sampailah pada

penghujung penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1.

Bahwa kebijakan Perpres No.36/2005 diharapkan mampu menjadi salah
satu solusi penengah konflik pertanahan yang selama ini terjadi, ternyata
beberapa pasal yang ada di dalam Perpres tersebut secara prosedur
pembentukan hukum dan asas muatan materi tidak sesuai. Artinya pasal-
pasal yang terdapat dalam Perpres tersebut bertentangan dengan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan
hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Perpres tersebut
terdapat beberapa pasal yang kontroversial.

Selain  bertentangan dengan ' prosedur - hukum;- 'pasal-pasal - yang
kontroversial yang terdapat dalam Perpres tersebut juga bertentangan
dengan ajaran-ajaran Islam. Didalam Perpres banyak pasal-pasal yang
kontroversi dan menjadi indikasi nyaté bahwa proses pengadaan tanah
untuk kepentingan umum terkesan dipaksakan, seperti tidak adanya
penjelasan mengenai maksud kepentingan umum tersebut dan di dalam

bab tiga tentang panitia musyawarah dan ganti rugi Perpers tersebut
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dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat tidak sesuai dengan
nilai-nilai Islam padahal masih banyak nilai-nilai Islam yang seharusnya
menjadi acuan dasar kebijakan, dan bermusyawarah, untuk mencari

nilai-nilai keadilan

B. Saran saran

Sangat disadari, meskipun Perpres ini sudah dibuat akan tetapi dalam
implementasinya banyak menimbulkan konflik dan gejolak sosial dari pada
banyak penafsiran-penafsiran yang dikhawatirkan dimanfaatkan oleh
kepentingan-kepentingan segelintir orang, ke depan perlu dipikirkan bahwa
pengadaan tanah jangan hanya dilihat dari hasilnya, tetapi juga prosesnya.
Seyogyanya untuk setiap kegiatan pembangunan baik yang dilakukan pemerintah
/ pemerintah daerah atau pihak swasta, sepanjang hal itu berdémpak terhadap
penurunan kesejahtefaan sosial ekonomi pemegang hak atas tanah tata caranya
harus diatur dalam undang-undang.

Mengingat Perpres ini bermasalah, baik dari segi substansi maupun wadahnya
serta tidak berlaku secara sosiologis, maka perlu ditunda dalam pemberlakuanya,
untuk mencegah kekosongan hukum, Kepres No.5/1993 diberlakukan kembali
untuk sementara waktu sampai pemerintah merevisi atau sampai dengan
terbentuknya undang-undang tentang pengadaan tanah. Diharapkan bagi
pemerintah yang memegang kekuasaan dan kebijakan, selalu mengusahakan
langkah-langkah dalam pertanahan, yang lebih jujur dan lebih memberikan

kemaslahatan bangsa dan masyarakat
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